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[bookmark: _Toc201784051]ABSTRAK
Annisa Fathina, 2025. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Balikpapan Timur. Dibawah bimbingan Ibu Fibriyani Nur Khairin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Balikpapan Timur. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif  dengan menggunakan data primer yang diukur dengan skala likert. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur yang ditentukan dengan metode slovin. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM yang diolah dengan program SmartPLS 4.0. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan   wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur.
Kata Kunci: pengetahuan perpajakan; sanksi; modernisasi system   administrasi perpajakan; kepatuhan
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Annisa Fathina, 2025. The Effects of Tax Knowledge, tax sanctions, and Modernization of the Tax Administration System on UMKM Taxpayer Compliance at KPP Pratama Balikpapan Timur. Under the guidance of Mrs. Fibriyani Nur Khairin. This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions, and modernization of the tax administration system on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Balikpapan Timur. This type of research is quantitative using primary data as measured by a Likert scale. The number of samples in this study were 100 UMKM taxpayer respondents who were registered at KPP Pratama Balikpapan Timur which were determined using the slovin method. This study uses the PLS-SEM analysis method which is processed with the SmartPLS 4.0 qprogram. The results show that the effect of knowledge of taxation has no effect on the compliance of UMKM taxpayers registered at KPP Pratama Balikpapan Timur, the tax sanctions has a significant effect on the compliance of UMKM taxpayers registered on KPP Pratama Balikpapan Timur, and the modernization of the tax administration system has a significant effect on the compliance of UMKM taxpayers who registered at KPP Pratama Balikpapan Timur.

Keywords: tax knowledge; tax sanctions; modernization of the tax administration system; obedience
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PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc184292553][bookmark: _Toc201784057]Latar Belakang
 Pajak merupakan suatu kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia bersifat memaksa sesuai Undang-Undang demi kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jendral Pajak, n.d.). Pemerintah memerlukan dana yang besar untuk penggerak roda pemerintahan, fasilitator umum bagi masyarakat, dan penunjang kegiatan ekonomi Indonesia. Wahyudi (2019) mengatakan bahwa upaya meningkatkan pendapatan pajak bukan hanya menggantungkan tugas Direktur Jenderal Pajak maupun aparat, namun diperlukan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.
  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut PP UMKM No.7/2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki kriteria berdasarkan modal asset sebagai berikut:
1. Usaha Mikro memiliki aset maksimal 1 miliar
2. Usaha kecil memiliki aset lebih dari 1 miliar – 5 miliar
3.  Usaha menengah memiliki aset lebih dari 5 miliat – 10 miliar
Dalam upaya optimalisasi penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat strategi pengawasan dan edukasi perpajakan, khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dan pekerja bebas. Hal ini tercermin dari kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltim–Kaltara), yang pada tahun 2025 mengintensifkan pendekatan melalui edukasi privat, pendampingan langsung di lokasi usaha, serta sosialisasi sistem perpajakan berbasis digital Coretax (SIAP).
Strategi ini selaras dengan peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus sebagai basis perluasan pajak yang potensial dan berkelanjutan. Dengan memperluas basis pajak dari sektor UMKM, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang lebih adil, inklusif, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Kota Balikpapan terkenal kaya akan produk makanan dan minuman dibandingkan dengan sektor lainnya terbukti dengan banyaknya produksi oleh oleh khas Kota Balikpapan seperti amplang, mantau, olahan kepiting dan lain sebagainya. Hal tersebut didukung dengan pertumbuhan ekonomi UMKM di Kota Balikpapan yang cukup signifikan dan menunjukaan perkembangan tiap tahunnya. Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan merilis angka Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Kota Balikpapan tahun 2022 adalah sebesar 81,13, meningkat 0,42 poin dibandingkan capaian tahun 2021 (80,71). Selain itu, terhitung data dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan menunjukkan pada tahun 2019 hingga 2023 total UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Balikpapan baik dari sektor makanan dan minuman yang saat ini masih aktif sebesar 427 unit.
KPP Balikpapan Timur merupakan salah satu kantor yang menaungi kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara. Dari ketiga kecamatan tersebut jumlah UMKM yang paling banyak ialah kecamatan Balikpapan Utara. Pada kecamatan Balikpapan Utara banyak ditemui jenis UMKM dari beberapa sektor terutama sektor dagang. Balikpapan Utara merupakan kecamatan terluas di Kota Balikpapan dan memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Urutan kedua adalah Balikpapan Selatan karena daerah tersebut sangat strategis dekat dengan bandara sehingga menjadi salah satu pusat oleh-oleh. Namun berkembangnya UMKM tidak seiring dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, tingkat kepatuhan yang diimplementasikan oleh masyarakat masih belum optimal.
Besarnya jumlah unit UMKM di KPP Balikpapan Timur seharusnya sudah tercermin pada penerimaan pajak. Namun, berdasarkan realitas empiris banyak terjadi wajib pajak di KPP Balikpapan Timur yang masih belum memahami tentang peraturan perpajakan serta kurangnya kepercayaan kepada otoritas pajak. Hal ini ditunjukkan pengurangan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan pajak. 
[bookmark: _Toc200650131]Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Pemanfaatan Insentif Pajak
	Tahun
	Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar
	Jumlah Wajib Pajak UMKM Lapor
	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

	2019
	7.239
	3.521
	48%

	2020
	7.966
	3.432
	43%

	2021
	8.271
	3.924
	47%

	2022
	8.562
	4.282
	50%

	2023
	8.752
	3.789
	43%


Sumber: Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur, 2024
Tabel 1.1 menunjukkan jumlah UMKM di KPP Pratama Balikpapan Timur mengalami persentase yang tidak stabil setiap tahunnya. Tahun 2022 jumlah UMKM yang terdaftar sebanyak 8.562 UMKM dengan WP Lapor sebanyak 4.282 UMKM, sedangkan pada tahun 2023 jumlah UMKM yang terdaftar mengalami kenaikan menjadi 8.752 UMKM dengan WP lapor sebanyak 3.789 UMKM, Namun ditahun 2023 mengalami penurunan persentase pelaporan wajib pajak UMKM.
 Sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, UMKM beromzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan PPh final 0,5%. Namun sejak UU No. 7 Tahun 2021 berlaku, terdapat pengecualian bagi UMKM dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun yang tidak dikenakan pajak (PTKP). Kendati regulasi ini dirancang untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan kepatuhan, realitasnya masih banyak UMKM yang belum melaporkan dan membayar pajak menyisakan tantangan besar bagi pemerintah dalam menuntaskan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Masih banyak wajib pajak yang belum memahami cara menghitung besarnya pajak terutang serta prosedur pelaporan yang benar. Ketidaktahuan ini berimplikasi pada ketidakmampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu (Zulma, 2020). Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan menjadi aspek fundamental dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan membekali masyarakat, khususnya pelaku usaha, dengan pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan, diharapkan mereka mampu menyadari dan melaksanakan kewajiban serta haknya sebagai wajib pajak secara sukarela.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purba (2020) dan Zulma (2020) mendukung pandangan tersebut, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil penelitian oleh Hantono dan Sianturi (2021) menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu bahwa pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan masih perlu dikaji lebih lanjut, dengan mempertimbangkan konteks dan karakteristik wajib pajak yang berbeda.
Salah satu determinan yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah keberadaan sanksi perpajakan. Secara teoritis, individu cenderung akan mematuhi suatu regulasi apabila terdapat konsekuensi hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan (Hidayah, 2022). Penerapan sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam bentuk sanksi administratif seperti denda dan bunga, maupun dalam bentuk sanksi pidana untuk pelanggaran dengan tingkat kesalahan yang lebih serius. Dengan demikian, keberadaan sanksi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020) dan Zulma (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tegas sanksi diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat. Namun demikian, Hidayah (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh sanksi terhadap kepatuhan bisa bersifat kontekstual, tergantung pada karakteristik wajib pajak dan efektivitas penegakan hukum di wilayah tertentu.
Salah satu faktor lain yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah efektivitas sistem administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan fiskal, khususnya dalam rangka mewujudkan reformasi administrasi yang berkelanjutan guna mendukung optimalisasi fungsi pelayanan (Prastowo, 2017). Inovasi seperti e-registration, e-filing, dan e-billing merupakan bentuk modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet. Modernisasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan pembayaran kewajiban perpajakan, tanpa harus melakukan kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai serta mendorong peningkatan kepatuhan (Sentanu & Budiartha, 2019). Langkah modernisasi ini juga dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap proses pembayaran pajak, dengan harapan dapat menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta mengubah persepsi negatif wajib pajak terhadap aktivitas pelaporan dan pembayaran pajak. Modernisasi sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin masyarakat puas terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan maka diharapkan semakin pula tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu, terlihat bahwa masih terdapat perbedaan hasil temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Maharani (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman pajak yang tinggi belum tentu diikuti oleh perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, Pernamasari dan Rahmawati (2021) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan alasan bahwa sebagian wajib pajak merasa tidak puas terhadap sistem digital yang diterapkan, baik karena kendala teknis maupun keterbatasan pemahaman teknologi. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Hidayah (2022), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan-temuan tersebut mencerminkan bahwa pengaruh variabel-variabel seperti pengetahuan, sanksi, dan sistem administrasi modern terhadap kepatuhan wajib pajak tidak selalu bersifat konsisten, sehingga masih relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks yang berbeda.
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disampaikan penulis, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kontradiktif dan perlu dikembangkan lebih lanjut secara empiris, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di KPP Balikpapan Timur dengan Judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi UMKM Di Kota Balikpapan"
[bookmark: _Toc184292554][bookmark: _Toc201784058]Rumusan Belakang
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, oleh karena itu yang menjadi rumusan masalanya yaitu:
1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan?
[bookmark: _Toc184292555][bookmark: _Toc201784059]Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan
3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan
[bookmark: _Toc184292556][bookmark: _Toc201784060]Manfaat Penelitian
Sebagai kelanjutan dari tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan dalam membayar pajak bagi pemilik UMKM di kota Balikpapan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori terencana (Theory of Planned Behavior) merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan seseorang timbul karena adanya niat untuk melakukan perilaku tersebut.
2. Manfaat Praktis 
1) Bagi wajib pajak hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. 
2) Peneliti memahami bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Balikpapan Timur, menambah wawasan bagi masyarakat dan memberikan manfaat kepada KPP Pratama Balikpapan Timur sebagai masukan  terkait variabel yang dapat memengaruhi atas kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Balikpapan Timur.
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[bookmark: _Toc184292557][bookmark: _Toc201784061]

KAJIAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc184292558][bookmark: _Toc201784062]Landasan Teori
[bookmark: _Toc184292559][bookmark: _Toc201784063]Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya, yaitu Theory of Reasoned Action (TRA), yang dikembangkan oleh Icek Ajzen, seorang profesor psikologi dari University of Massachusetts pada tahun 1991. TPB menjelaskan bahwa suatu perilaku individu muncul sebagai hasil dari adanya niat (intention) untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini berlandaskan pada asumsi bahwa seseorang akan bertindak berdasarkan kesadarannya terhadap tindakan tersebut.
Dalam konteks perpajakan, TPB digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak, termasuk ketidakpatuhan, yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Ketiga variabel ini secara bersama-sama membentuk niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial yang dapat diidentifikasi dan diukur.
Ajzen (1991) menegaskan bahwa perilaku individu muncul karena niat untuk melakukannya. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), Ajzen menambahkan kontrol perilaku perseptual sebagai dasar keyakinan perilaku. Ajzen (1991) juga menunjukkan bahwa sikap perilaku, kode etik subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan akurasi tinggi. Terdapat tiga faktor yang menentukan munculnya niat perilaku, yaitu:
1) Behavioral Beliefs (Keyakinan Perilaku) 
Ialah keyakinan individu terhadap hasil perilaku dan evaluasi hasil tersebut. Dari keyakinan dan evaluasi hasil ini akan membentuk sikap terhadap perilaku lain.
2) Normative Beliefs (Keyakinan Normatif)
Ialah keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut, dapat diartikan juga sebagai stimulus atau motivasi eksternal individu lain yang mempengaruhi perilaku seseorang. Keyakinan ini kemudian disebut norma subjektif (Subjective Norms).
3) Control Beliefs (Keyakinan Kontrol)
Ialah keyakinan mengenai hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan dan seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut. Hambatan perilaku dapat berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan. Keyakinan ini kemudian dikenal sebagai kontrol perilaku perseptual (Perceived Behavior Control).
Setelah ketiga faktor tersebut, maka individu akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir ialah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana individu mempunyai niat atau niat untuk bertindak, sedangkan behavior merupakan tahap dimana individu bertindak. Teori ini dimanfaatkan untuk memperkirakan pengaruh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu: pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Theory of Planned Behavior, wajib pajak UMKM yang mempunyai kesadaran akan pentingnya perpajakan bagi suatu negara dan pentingnya pembayaran serta pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku tersebut berasal dari hati nurani masing-masing individu.
[bookmark: _Toc184292560][bookmark: _Toc201784064]Kepatuhan Pajak
[bookmark: _Toc184292561][bookmark: _Toc201784065]Definisi Kepatuhan Wajib Pajak
Perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment system, yaitu wajib pajak diharuskan untuk menghitungkan pajaknya, melapor, dan membayar pajaknya sendiri. Motivasi dan kepatuhan yang tinggi menjadi tuntutan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Yani & Nandanani, (2020) yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak ialah sebagai tunduk, patuh dan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang telah diatur. Jadi wajib pajak yang patuh ialah mereka yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dari aturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. 
Menurut penelitian Risa dan Sari (2021), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dalam sistem perpajakan yang menuntut partisipasi aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan yang tinggi sangat dibutuhkan agar sistem perpajakan dapat berjalan secara optimal. Dalam konteks self-assessment system, kepatuhan sukarela (voluntary compliance) menjadi komponen utama, di mana wajib pajak diberikan tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, keberhasilan sistem self-assessment sangat bergantung pada kesadaran dan komitmen wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan tepat waktu.
[bookmark: _Toc184292562][bookmark: _Toc201784066]Jenis – Jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Ada 2 macam kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material (Pohan et al., 2019).
1. Kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Misalnya, tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa maupun tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan atau tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material ialah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance) dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman, serta penerapan sanksi hukum maupun administrasi.
[bookmark: _Toc184292565][bookmark: _Toc201784067]Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan perpajakan merupakan segala informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang mengenai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat (Sihombing & Maharani, 2020). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami mengenai tata cara perpajakan dan menerapkan pengetahuan untuk membayar pajak besar kecilnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Amrullah et al., 2021). 
Menurut Palalangan et al., (2019) pemahaman merupakan dimana individu mengerti dan memahami tentang sesuatu hal cenderung melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Pemahaman perpajakan merupakan segala sesuatu tentang pajak yang telah dipahami dan dimengerti dengan baik oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut mampu menjelaskan kembali kepada orang lain tentang perpajakan yang sudah dia mengerti dan pahami dengan baik. 
 	Menurut Rahayu dalam (Hasibuan et al., 2022) konsep pengetahuan pajak atau pemahaman wajib pajak yaitu wajib pajak harus meliputi: pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia serta pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pemahaman tentang perpajakan dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara menjalankan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya. 
[bookmark: _Toc201784068]Sanksi Perpajakan
Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Resmi (2017) sanksi perpajakan diakibatkan oleh pelanggaran atas peraturan undang-undang pajak, sanksi perpajakan dikenakan apabila mereka terlambat atau melakukan pelanggaran. Sanksi diartikan sebagai hukuman atas pengabaian terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi juga akibat dari perilaku wajib pajak yang tidak wajar (Putra, 2020).
Menurut Mistyani (2018) sanksi perpajakan bersifat mengikat bukan hanya bagi wajib pajak, namun juga bagi fiskus dan pihak luar yang terkait dengan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan dapat menjadi sarana tambahan hukum perpajakan. Pelanggaran atau kelalaian terkait peraturan perpajakan yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi perpajakan. Menurut Resmi (2017) berikut ini adalah dua jenis sanksi pajak:
1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan hukum administrasi. Sanksi administratif dapat berupa denda, teguran tertulis, pencabutan izin tertentu, dan sebagainya.
2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dapat diartikan sebagai ancaman penderitaan dan hukuman yang menyiksa. Sanksi pidana pada hakikatnya menjamin pemulihan perilaku para pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.
[bookmark: _Toc184292568][bookmark: _Toc201784069]Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
[bookmark: _Toc184127403]Administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan serta pengarsipan surat dan hal-hal lain yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi dan mempermudah memperoleh informasi kembali apabila dibutuhkan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tugas pokok suatu organisasi. Administrasi dalam arti luas merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu (Pohan dalam Septriliani & Ismatullah, 2021). Sedangkan pengertian modern berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah terbaru, mutakhir, sikap, cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. 
Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari transformasi perpajakan di Indonesia yang dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, mencakup aspek pengawasan, regulasi perpajakan, hingga ranah hukum. Menurut Septriliani dan Ismatullah (2021), modernisasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, modernisasi ini menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak serta penguatan fungsi pengawasan yang bersifat intensif. Dengan demikian, diharapkan sistem administrasi perpajakan yang modern mampu mendorong kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang efisien dan pengawasan yang lebih efektif.
[bookmark: _Toc184292571][bookmark: _Toc201784070]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc200650132]Kajian terdahulu adalah acuan penulis yang terdapat kesimpulan, diambil dari teori-teori ilmiah didukung dengan bukti empiris yang untuk evaluasi penelitian ini.
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	No
	Judul dan Tahun Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

Amran (2018)
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)
Variabel Independen:
a. Sanksi Perpajakan
b. Tingkat Pendapatan
        Kesadaran Wajib  
 Pajak
	H1 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

	2.
	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk

Sihombing & Maharani (2020)

	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi            Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk
Variabel Independen:
a. Pengetahuan Pajak
b. Kesadaran Pajak
c. Kualitas Pelayanan Pajak
       Sanksi Pajak
	H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk

H2 : Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk.

H3: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk

H4 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kelurahan Kebon Jeruk

	3.
	Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Muhammad Rizal & Filipus Gulo (2022)
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Independen:
a. Insentif Pajak PPh 21
b. Tingkat Pendapatan
c. Sanksi Pajak
	H1 : Insentif pajak PPh 21  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Tingkat pendapa -tan   berpengaruh terha- dap kepatuhan wajib pajak

H3 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak

	4.
	Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Rahmawati Kusumadewi & Dyarini (2022)
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Variabel Independen:
a. Literasi Pajak
b. Modernisasi Sistem Administrasi
c. Insentif Pajak
d.  Moral Pajak

	H1 : Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H2 : Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM
H3 : Insentif pajak berpengaruh positi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H4 : Moral pajak secara   simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

	5.
	Pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran 

Syahrial (2022) 

	Variabel Dependen: 
a. Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran 
Variabel Independen: 
a. Penerapan e-SPT
b. Pengetahuan Perpajakan 
c. Kualitas Pelayanan 


	H1 : e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	6.
	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19

Lutfah Fadilah, Asrofi Langgeng Noermansyah & Krisdiyawati (2021)
	Variabel Dependen :
a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19
Variabel Independen :
a. Tingkat Pendapatan
b. Penurunan Tarif
c. Perubahan Cara      
      Pembayaran 
	H1 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19

H2 : Penurunan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19

H3 : Perubahan cara pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa
pandemi covid-19

	7.
	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

May Sarah Hasibuan & Ai Hendrani (2022)
	Variabel Dependen: 
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Independen: 
a. Pengetahuan Perpajakan 
b. Sistem Adm. Perpajakan Modern 
Sanksi Perpajakan
	H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

H2: Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positifterhadap kepatuhan wajib pajak
 H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

	8.
	Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi
Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Tri Yuli Lestari, Uswatun Khasanah & Cris Kuntadi (2022)
	Variabel Dependen:
a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Variabel Independen:
 a. Pengetahuan    
      Perpajakan
b. Modernisasi Sistem Adm. Perpajakan
  c. Sosialisasi Perpaja-
      kan
	H1: Pengatahuan Perpaja- kan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H2 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh       terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


[bookmark: _Toc184292572][bookmark: _Toc201784071][bookmark: _Toc184127313][bookmark: _Toc184127343][bookmark: _Toc184128184]Kerangka Konseptual
[bookmark: _Toc200689945][bookmark: _Toc201771971][bookmark: _Toc201778140][bookmark: _Toc201784072]Penelitian ini berperan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi administrasi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan masalah, landasan teori, serta penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam model penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis sebagai berikut:Theory Of Planned Behavior


Perilaku Wajib Pajak UMKM


Modernisasi Sistem Administrasi  Perpajakan
Sanksi Perpajakan
Pengetahuan Perpajakan


Kepatuhan Wajib Pajak UMKM



[bookmark: _Toc203671347]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
[bookmark: _Toc184292573][bookmark: _Toc201784073]Pengembangan Hipotesis
[bookmark: _Toc184292574][bookmark: _Toc201784074]Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang memadai terkait peraturan perpajakan, termasuk hak dan kewajibannya, cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh dan tepat waktu, baik dalam aspek pelaporan maupun pembayaran (Yulia et al., 2020). Pengetahuan tersebut mencakup pemahaman mengenai prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, tarif pajak yang dikenakan, jenis-jenis sanksi atas ketidakpatuhan, serta manfaat dari kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, baik bagi diri sendiri maupun negara. Dengan adanya pengetahuan yang memadai, wajib pajak akan memiliki kesadaran dan persepsi yang lebih positif terhadap pentingnya mematuhi peraturan perpajakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan itu sendiri. Sebaliknya, rendahnya pemahaman tentang sistem perpajakan sering kali menjadi penyebab utama munculnya ketidakpatuhan di kalangan wajib pajak.
Berdasarkan Theory of Planned Behavior bahwa pengetahuan perpajakan dapat membentuk sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Individu yang memahami manfaat pembayaran pajak cenderung memiliki sikap positif, sehingga meningkatkan niat untuk mematuhi aturan, selain itu pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk mengenali ekspektasi sosial terkait kepatuhan pajak, seperti tekanan sosial dari komunitas bisnis atau masyarakat untuk mematuhi peraturan (Soda et al., 2021). 
Penelitian Anggini et al., (2021); Putra, (2020); Zahrani & Mildawati, (2019); Zulhazmi & Kwarto, (2019) memberikan kontribusi hasil bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan memberikan pengaruh yang positif dalam hal kewajiban perpajakanya. yang berarti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung lebih tinggi apabila pengetahuan wajib pajak sangat memadai mengenai perpajakan. Peraturan dan ketentuan tentang perpajakan apabila dikuasai oleh wajib pajak dengan baik akan kewajiban perpajakanya dapat meningkatkan kepatuhan wjajib pajak terhadap kewajiban perpajakanya.  
H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
[bookmark: _Toc184292575][bookmark: _Toc201784075]Pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak      UMKM (Y)
Sanksi pajak berkontribusi pada pembentukan sikap positif terhadap kepatuhan pajak karena adanya pemahaman bahwa konsekuensi ketidakpatuhan lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, norma subjektif juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap pentingnya hukum perpajakan. Persepsi kontrol perilaku meningkat ketika individu merasa mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa menghadapi risiko penalty. 
Theory of Planned Behavior (TPB) menekankan bahwa niat untuk bertindak adalah penentu utama perilaku seseorang. Niat ini dipengaruhi oleh sikap terhadap tindakan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak memengaruhi elemen-elemen tersebut dengan memberikan motivasi eksternal untuk mematuhi peraturan. Sanksi yang tegas dan efektif dapat mengubah persepsi individu terhadap konsekuensi dari tidak patuh, sehingga meningkatkan niat untuk memenuhi kewajiban pajak(Arta & Alfasadun, 2022). 
Temuan penelitian yang dilakukan oleh A. F. Putra, (2020); I. M. W. Putra et al., (2021); Wada & Wahyudi, (2024) menjabarkan bahawa sanki pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib, hal tersebut dikarenakan penerapan sanksi terhadap individu yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat berperan sebagai salah satu faktor yang mendorong atau meningkatkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. 
H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
[bookmark: _Toc184292576][bookmark: _Toc201784076]Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
Theory of Planned Behavior terdapat adanya hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Theory of Planned Behavior dapat menjelaskan mengenai niat seseorang wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakan, wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran rakyat secara merata.
Modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, khususnya sejak diterapkannya platform digital seperti Coretax (SIAP) dan DJP Online yang diimplementasikan secara luas pada awal 2024–2025. Upaya ini bertujuan menyempurnakan dan mempercepat proses administrasi pajak, baik bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak, khususnya pelaku UMKM dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan sistem yang semakin efisien, transparan, dan ramah pengguna, modernisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, memudahkan pelaporan, serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Selain itu, digitalisasi administrasi juga mendukung efektivitas pengawasan dan pengelolaan data perpajakan secara real-time. Modernisasi sistem perpajakan ini diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Risa & Sari, 2021). 
Korelasi yang positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari (2021) yang menyatakan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian lain yang dilakukan oleh Bangun et al., (2022) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
H3: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
[bookmark: _Toc184292577][bookmark: _Toc201784077]Model Penelitian
Berdasarkan hubungan antar variabel dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yakni variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan modernisasi system administrasi perpajakan maka hubungan antar variabel tersebut dapat diilustrasikan seperti model berikut:
Pengetahuan Perpajakan (X1)



	        H 1 (+)
                    H 2 (+)

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Sanksi Perpajakan (X2)



H 3 (+)


Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)






[bookmark: _Toc203671348]Gambar 2. 2 Model Penelitian


[bookmark: _Toc184292578][bookmark: _Toc201784078]
METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc184292579][bookmark: _Toc201784079]Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
[bookmark: _Toc184292580][bookmark: _Toc201784080]Variabel Dependent atau Variabel Terikat (Y)
Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Pengukururan tiap variabel penelitian ini menggunakan variabel yang diadopsi dari Putra (2020) dengan 4 indikator yaitu:
a. Wajib pajak menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan 
b. Wajib pajak melapor SPT dengan benar dan tepat waktu
c. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak apapun
d. Wajib pajak tidak pernah dipidana karena pajak
[bookmark: _Toc184292581][bookmark: _Toc201784081]Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
2

1. Pengetahuan Perpajakan (X1): Kemampuan wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan baik mengenai tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka.  Pengukuran variabel ini diadopsi dari penelitian Hidayah (2022) dengan menggunakan 4 indikator yang digunakan yaitu:
a. Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur pendaftran sebagai wajib pajak
b. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
c. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan
d. Pengetahuan wajib pajak terhadap prosedur perhitungan pajak yang akan dibayarkan 
2. Sanksi Perpajakan (X2): Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. Pengukuran variabel ini diadopsi dari penelitian Hantono & Sianturi (2021) dan Mistyani (2018) dengan menggunkan 4 indikator yaitu:
a. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
b. Sanksi Adminiatrasi dan sanksi pidana dijatuhkan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan
c. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
d. Sanksi pajak harus dijatuhkan kepada semua pelanggar pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi
3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3): Suatu program pengembangan sistem administrasi dalam perpajakan yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak.  Pengukuran variabel ini diadopsi dari penelitian Firli (2021) dengan 4 indikator yaitu:
a. Modernisasi sistem perpajakan telah berbasis teknologi informasi
b. Modernisasi sistem perpajakan efektif dan efisien
c. Modernisasi system administrasi pajak sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak
d. Modernisasi system perpajakan telah memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak
[bookmark: _Toc184292582][bookmark: _Toc201784082]Populasi dan Sampel
[bookmark: _Toc184292583][bookmark: _Toc201784083]Populasi

Populasi adalah bidang umum yang meliputi ciri-ciri khusus yang dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Hanindyari, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Balikpapan. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Balikpapan sebanyak 8.752 UMKM di tahun 2023. Dalam penelitian ini, tidak semua wajib pajak UMKM menjadi objek penelitian karena banyaknya populasi yang terdaftar sehingga tidak efisien waktu dan biaya untuk digunakan semuanya.
[bookmark: _Toc184292584][bookmark: _Toc201784084]Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada dalam populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, peniliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur.
Dalam penelitian ini metode pemilihan sampel menggunakan rumus slovin dengan kriteria responden dalam penelitian ini antara lain:
1. Wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur
2. Wajib pajak UMKM yang memiliki omset >500 juta- 4,8 miliar
	N
n = 1+N(𝑒)2	3.1
  				
Keterangan:
n = Jumlah sampel
N = Jumlah populasi 
e = Tingkat Kesalaham (Ditetapkam pada penelitian ini sebesar 10%)
Adapun jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di kota Balikpapan pada tahun 2023 yaitu 8.752 wajib pajak UMKM. Tingkat kesalahan atau standar error yang dapat ditoleransi dalam penelitian ini adalah 10% yang ditentukan oleh peneliti. Jumlah sampel yang harus diambil adalah:

n = 
n = 98,899 
n = 99 (dibulatkan) 
Menurut hasil perhitungan tersebut, minimal sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 99 sampel.
[bookmark: _Toc184292585][bookmark: _Toc201784085]Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yakni data wajib pajak UMKM yang memenuhi persyaratan di KPP Pratama Balikpapan Timur. Penelitian ini mengandalkan data primer, atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melalui survei yang dilakukan dengan bantuan kuesioner dan diisi oleh setiap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Balikpapan Timur.
[bookmark: _Toc184292586][bookmark: _Toc201784086]Metode Pengumpulan Data
Data dikumpulkan menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2016) kuisioner adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menyebarkan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang ditulis oleh peneliti untuk diisi oleh responden. Pembagian kuisioner google form disebarkan kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Balikpapan Timur. Kemudian angka dari tiap butir pernyataan pada kuesioner yang sudah ditanggapi tersebut nantinya akan digambarkan dalam bentuk angka, pada skor 1-5 dengan menggunakan skala likert. Setelah mendapatkan angka maka akan diolah dan diuji. 
[bookmark: _Toc198406513][bookmark: _Toc198406567]Tabel 3. 1 Skala Likert
	Kriteria Penilaian
	                    Skor

	Sangat Setuju 
	5 

	Setuju 
	4 

	Netral 
	3 

	Tidak Setuju 
	2 

	Sangat Tidak Setuju 
	1



[bookmark: _Toc184292587][bookmark: _Toc201784087]Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis Partial Least Squares (PLS) yang merupakan suatu pendekatan alternatif yang bergerak dari pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis variance (Ghozali & Latan, 2015). Dengan menggabungkan analisis jalur dan analisis faktor, model persamaan struktural (SEM) adalah metode analisis untuk mengevaluasi dan memperkirakan hubungan sebab akibat. Tujuan Partial Least Squares Path Modeling (PLS-SEM) adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh antar konstruk untuk menguji hubungan prediktif (Hamid & Anwar, 2019). 
[bookmark: _Toc184292588][bookmark: _Toc201784088]Pilot Test
  Pilot test dilakukan untuk memastikan reliabilitas dan validitas pengukuran skala yang digunakan oleh peneliti untuk memahami tingkat kesalahan. Dengan kata lain, pilot test dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut sesuai dengan tujuan. Kuisioner terlebih dahulu disebar kepada 30 responden yang bukan sampel dengan karakteristik, para UMKM Mahasiswa di Samarinda.
1. Uji Validitas Instrumen
Pengujian validitas instrumen bertujuan melihat apakah instrumen tersebut dapat mengukur variabel yang diukur. Peneliti menguji validitas instrumen dengan 30 sampel. Dalam PLS-SEM, ada beberapa tingkat uji untuk pengujian validitas, validitas konvergen dan validitas diskriminan. Uji validitas konvergensi dapat diperiksa dari nilai loading factor untuk setiap indeks. Rule of thumb yang umum digunakan untuk menilai validitas konvergensi adalah loading factor (>0,7) dan nilai average variance extracted (AVE) (>0,5) (Ghozali & Latan, 2015). Uji validitas diskriminan dilakukan dengan mempertimbangkan korelasi antara akar kuadrat AVE dengan struktur laten dengan menggunakan aturan praktis akar kuadrat AVE > korelasi antar struktur laten.
[bookmark: _Toc198406514][bookmark: _Toc198406568]Tabel 3. 2 Hasil Outer Loading
	Variabel
	Instrumen
	Outer Loading
	Keterangan

	Pengetahuan Wajib Pajak 
	 X1.1
	0,859
	Valid

	
	 X1.2
	0,766
	Valid

	
	 X1.3
	0,725
	Valid

	
	 X1.4
	0,800
	Valid

	Sanksi Perpajakan
	 X2.1
	0,893
	Valid

	
	 X2.2
	0,783
	Valid

	
	 X2.3
	0,791
	Valid

	
	 X2.4
	0,735
	Valid

	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
	 X3.1
	0,731
	Valid

	
	 X3.2
	0,774
	Valid

	
	 X3.3
	0,743
	Valid

	
	 X3.4
	0,883
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	 Y.1
	0,826
	Valid

	
	 Y.2
	0,815
	Valid

	
	 Y.3
	0,707
	Valid

	
	 Y.4
	0,744
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Tabel diatas menunjukan indikator model muatan (loading) dengan nilai > 0,70 yang artinya konstruk dapat diterima.
[bookmark: _Toc198406515][bookmark: _Toc198406569]Tabel 3. 3 Nilai AVE (Average Variance Extracted)
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)
	0,622
	Valid

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0,644
	Valid

	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)
	0,616
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0,600
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Pada tabel 3.3 di atas dapat dilihat nilai AVE (Average Variance Extracted) dengan nilai > 0,50 yang artinya valid dan memenuhi syarat untuk nilai AVE.
[bookmark: _Toc198406516][bookmark: _Toc198406570] Tabel 3. 4 Hasil Cross Loadings
	Variabel
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0,859
	0,522
	0,599
	0,775

	X1.2
	0,766
	0,476
	0,593
	0,449

	X1.3
	0,725
	0,476
	0,403
	0,411

	X1.4
	0,800
	0,474
	0,739
	0,428

	X2.1
	0,493
	0,893
	0.436
	0,641

	X2.2
	0,443
	0,783
	0,397
	0,479

	X2.3
	0,628
	0,791
	0,732
	0,672

	X2.4
	0,361
	0,735
	0,597
	0,409

	X3.1
	0,543
	0,523
	0,731
	0,443

	X3.2
	0,631
	0,422
	0,774
	0,465

	X3.3
	0,466
	0,507
	0,743
	0,460

	X3.4
	0,657
	0,652
	0,883
	0,631

	Y.1
	0,471
	0,648
	0,439
	0,826

	Y.2
	0,697
	0,639
	0,534
	0,815

	Y.3
	0,501
	0,419
	0,623
	0,707

	Y.4
	0,460
	0,442
	0,410
	0,744


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
  Dari tabel 3.4 dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan variabel laten dengan indikator lebih besar dibandingkan ukuran variabel latennya, dengan hal ini tidak             ada masalah validitas diskriminan dalam analisis cross loadings.
2. Uji Reliabilitas Instrumen
Pengujian reliabilitas instrumen guna mengetahui apakah suatu instrumen dapat mengukur dengan andal atau reliabel dan dinyatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang konsisten. Peneliti menggunakan 30 sampel dalam uji reliabilitas instrumen. Nilai composite reliability dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk dengan menggunakan indikator refleksif pada PLS-SEM menggunakan program SmartPLS 4.
Persyaratan yang umum digunakan dalam mengevaluasi keandalan komponen adalah reliabilitas harus > 0,70. Uji reliabilitas gabungan dapat ditingkatkan dengan menggunakan nilai Cronbach alpha. Jika suatu variabel memiliki Cronbach's alpha > 0,60, maka dianggap reliabel atau memenuhi Cronbach's alpha (Ghozali & Latan, 2015).
[bookmark: _Toc198406517][bookmark: _Toc198406571]Tabel 3. 5 Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha
	                  Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach Alpha
	Keterangan

	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)
	0,883
	0,805
	Reliabel

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0,844
	0,815
	Reliabel

	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)
	0,818
	0,791
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0,796
	0,778
	Reliabel


Sumber: Hasil Olahan Data (2024)
Dari tabel diketahui bahwa hasil composite reliability untuk semua struktur bernilai > 0,70. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menjawab pertanyaan secara konsisten, sehingga dapat disimpulkan semua komponen memiliki reliabilitas tinggi. Demikian pula, Cronbach's alpha melebihi 0,60 untuk semua komponen, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel sangat reliabel.
[bookmark: _Toc184292589][bookmark: _Toc201784089]Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif menjelaskan informasi tentang responden penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan dan mengolah data secara ringkas untuk memudahkan pemahaman pembaca. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk membuat data lebih mudah digambarkan dan dipahami oleh peneliti.
[bookmark: _Toc184292590][bookmark: _Toc201784090]Model Pengukuran (Outer Model)

Modal Pengukuran (outer model) atau uji validitas konstruk dalam PLS-SEM terdiri dari uji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Cara menguji validitas konstruk (construct validity) dengan melihat korelasi yang      kuat antara konstruk dan item pernyataan, serta hubungan yang lemah dengan variabel lain.
1. Uji Validitas
Uji validitas mengevaluasi apakah sebuah survei itu valid. Sebuah pertanyaan survei disebut valid jika pertanyaan tersebut dapat diukur oleh survei tersebut. Pengujian validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.
Validitas konvergen berkaitan dengan prinsip ukuran konstruk (manifest variabel) harus bernilai tinggi. Uji validitas konvergen dilakukan dengan melihat nilai loading factor dan membandingkannya dengan rule of thumb (>0,70), kemudian nilai Average Variance Extracted (AVE) dan membandingkannya dengan rule of thumb (>0,50) (Ghozali & Latan, 2015). Uji validitas diskriminan dilakukan dengan mempertimbangkan akar kuadrat AVE dan korelasi antar konstruk laten sebagai aturan akar kuadrat AVE > korelasi antar konstruk laten.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas mengukur kuesioner sebagai indikator variabel penelitian. Suatu variabel dianggap dapat diandalkan jika tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan konsisten. Cronbach Alpha digunakan sebagai metode uji dalam penelitian ini karena bekerja dengan baik dengan skala seperti skala Likert. Uji reliabilitas merupakan lanjutan dari uji validitas, persyaratan bahwa composite reliability harus lebih besar dari 0,70 merupakan persyaratan yang sering digunakan untuk mengevaluasi keandalan komponen. Uji composite reliability dapat ditingkatkan dengan menggunakan nilai cronbach alpha. Jika nilai cronbach alpha > 0,60 maka variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel atau memenuhi cronbach alpha (Ghozali & Latan, 2015).
[bookmark: _Toc184292591][bookmark: _Toc201784091]Model Struktural (Inner Model)
Beberapa komponen item yang digunakan dalam menilai model struktural (inner model) adalah nilai R-Square, F-square dan path analysis.
a. R-Square
Nilai R-Square untuk mengukur tingkat variasi variabel independen terhadap  variabel dependen atau untuk mengetahui berapa persen variabel bebas mampu mempengaruhi variabel terikat. Kriteria nilai R-Square adalah jika 0,25 (lemah), 0,50 (sedang/moderate) dan 0,75 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).
b. F-Square
Nilai F-square digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dengan effect size. Kriteria nilai F-square adalah jika 0,02 (lemah), 0,15 (sedang/moderate) dan 0,35 (kuat) (Ghozali & Latan, 2015).
c. Path Analysis
Path analysis atau estimasi koefisien jalur merupakan nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan. Metode bootstrapping digunakan untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut.
[bookmark: _Toc184292592][bookmark: _Toc201784092]Uji Hipotesis (Uji t)
Uji hipotesis menggunakan analisis full model structural equation modeling (SEM) melalui smartPLS 4. Dalam SEM bukan hanya membuktikan teori dan model persamaan struktural tetapi juga menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (Ghozali & Latan, 2015).
 (
49
)
Tujuan utama pengujian hipotesis adalah untuk memastikan bagaimana masing-masing variabel independen berkontribusi terhadap penjelasan variabel dependen, selain itu tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu diterima atau ditolak. Rules of thumb yang digunakan melihat nilai path coefisien dan dengan tingkat signifikansi p-value  < 0,05 (5%). Hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan diterima jika nilai path coefisien positif dan tingkat signifikan p-value < 0,05. Selanjutnya uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dikatakan ditolak jika hasil nilai path coefisien negatif atau nilai signifikansi p-value > 0,05.


[bookmark: _Toc201784093]
HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc201784094]Gambaran Umum Objek Penelitian
Penelitian didasarkan pada data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada responden dengan menggunakan google form. Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur menjadi subjek pada penelitian ini. Data dasar survei dilakukan di KPP Pratama Balikpapan Timur terhadap wajib pajak UMKM orang pribadi yang menjadi bahan penelitian. Sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur diperoleh berdasarkan hasil pendataan dan seleksi.
Sebanyak 114 kuesioner yang disebarkan, tersedia 100 kuesioner yang terisi lengkap, 14 diantaranya tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat atau kriteria untuk digunakan sebagai sampel.
[bookmark: _Toc203671402]Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data

	Keterangan
	Jumlah

	Kuesioner disebar
	114

	Kuesioner terisi
	114

	Kuesioner tidak dapat diolah
	14

	Kuesioner dapat diolah
	100


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
[bookmark: _Toc201784095]Jenis Kelamin Responden


Berdasarkan 100 responden yang mengisi kuesioner, jenis kelamin responden terbagi menjadi laki-laki dan perempuan, dimana total ada 54 orang adalah laki-laki atau 54%, dan perempuan sebanyak 46 orang atau 46%.
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[bookmark: _Toc203671403]Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden

	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase (%)

	Laki-laki
	54
	54%

	Perempuan
	46
	46%

	Total
	100
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
[bookmark: _Toc201784096]Usia Responden

Berdasarkan dari 100 responden yang mengisi kuesioner, adapun usia dari responden terbagi menjadi < 25 tahun, 26 – 35 tahun, dan > 36 tahun. Responden dengan usia < 25 tahun ada 18 orang yang atau 18%, untuk usia 26 – 36 tahun ada  25 orang atau 25%, dan untuk usia > 36 tahun ada 57 orang atau 57%.
[bookmark: _bookmark73][bookmark: _Toc203671404]Tabel 4. 3 Usia Responden

	Usia
	Jumlah
	Persentase (%)

	< 25 tahun
	18
	18%

	26 – 35 tahun
	25
	25%

	· 36 tahun
	57
	57%

	Total
	100
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
[bookmark: _Toc201784097]Pendidikan Terakhir Responden

Dari 100 responden yang menjawab, adapun pendidikan akhir responden terbagi menjadi SMA atau sederajatnya, Diploma dan S1/S2. Total responden untuk pendidikan terakhir SMA atau sederajatnya sebanyak 28 orang atau 28%, Diploma sebanyak 30 orang atau 30% dan S1/S2 sebanyak 42 orang atau 42%.
[bookmark: _Toc203671405]Tabel 4. 4 Pendidikan Terakhir Responden

	Usia
	Jumlah
	Persentase (%)

	SMA atau Sederajatnya
	28
	28%

	Diploma
	30
	30%

	S1/S2
	42
	42%

	Total
	100
	100%


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
[bookmark: _Toc201784098]Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif bertujuan mengetahui jawaban atas pernyataan yang dibuat dalam kuesioner untuk setiap indikator. Analisis deskriptif dilakukan dengan  menggabungkan tanggapan dari responden berdasarkan yang digunakan dalam survei yakni skala 1-5 pada setiap indikator.
[bookmark: _bookmark77][bookmark: _Toc201784099]Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak mampu membayar, melaporkan dan menghitung pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 4 butir pernyataan. Hasil tersebut dijelaskan dengan hasil mean untuk setiap indikator yang disajikan.
[bookmark: _Toc203671406]Tabel 4. 5 Deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak (Y)

	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata – rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y.1
	1
	2
	22
	31
	  45
	4,20

	Y.2
	0
	2
	  16
	28
	  54
	4,34

	Y.3
	0
	4
	29
	35
	  32
	3,95

	Y.4
	2
	6
	17
	36
	  39
	4,40


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Berdasarkan tabel diatas hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan pertama (Y.1) menunjukkan nilai mean 4,20. Disimpulkan rata-rata wajib pajak yang patuh dapat melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dengan benar sesuai ketentuan perpajakan.
Hasil analisis statistik deskriptif untuk pernyataan kedua (Y.2) menunjukkan rata-rata sebesar 4,34. Berdasarkan hasil tersebut, tipikal wajib pajak yang patuh adalah mereka yang menyampaikan SPT tepat waktu dan akurat.
Hasil analisis deskriptif untuk pernyataan ketiga (Y.3) menunjukkan rata-rata sebesar 4,95. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh pada umumnya tidak menunggak pajak.
Hasil analisis deskriptif untuk pernyataan keempat (Y.4) menunjukkan nilai mean sebesar 4,40. Berdasarkan hasil ini, wajib pajak yang patuh rata-rata adalah mereka yang belum pernah dihukum dalam kasus perpajakan.
[bookmark: _Toc201784100]Analisis Deskriptif Pengetahuan Perpajakan (X1)

[bookmark: _bookmark80]Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mereka ketahui tentang perpajakan, termasuk bagaimana menghitung kewajiban perpajakan mereka dan bagaimana melaporkan pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah program pemerintah memperbaharui sistem administrasi agar lebih efektif, hemat biaya, dan mudah bagi wajib pajak, serta meningkatkan produktivitas dan integritas dalam proses penegakan kepatuhan perpajakan. Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan kedalam 4 butir pernyataan. Hasil tersebut digambarkan dengan hasil rata-rata dari setiap indikator yang disajikan.
[bookmark: _Toc203671407]Tabel 4. 6 Deskriptif variabel pengetahuan perpajakan (X1)

	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata – rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	8
	7
	21
	36
	  28
	3,69

	X1.2
	8
	11
	20
	37
	  24
	3,58

	X1.3
	5
	6
	16
	37
	  36
	3,93

	X1.4
	4
	8
	27
	33
	  28
	3,73


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Tabel diatas hasil analisis deskriptif pernyataan pertama (X1.1) menunjukkan nilai mean 3,69. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa mayoritas wajib pajak belum optimmal mengetahui prosedur pendaftran sebagai wajib pajak.
Hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan kedua (X1.2) menunjukkan nilai mean 3,58. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak belum seluruhnya mengetahui fungsi wajib pajak untuk pembangunan negara dan sarana umum.  
Hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan ketiga (X1.3) menunjukkan nilai mean 3,93. Dari hasil tersebut,  dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak belum optimal mengetahui bahwa dalam UU Perpajakan, wajib pajak akan dikenakan sanksi adnministrasi atau pidana jika terlambat atau tidak membayar pajak. 
Hasil analisis deskriptif dari pernyataan keempat (X1.4) menunjukkan nilai mean 3,73. Dari hasil ini, penulis menyimpulkan bahwa rata-rata wajib pajak belum mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang akan dibayar. 
[bookmark: _bookmark81][bookmark: _Toc201784101]Analisis Deskriptif Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam ketentuan peraturan perpajakan untuk mencegah atau memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang tidak patuh. Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 4 butir pernyataan. Hasil tersebut digambarkan dengan hasil mean.
[bookmark: _Toc203671408]Tabel 4. 7 Deskriptif variabel sanksi pajak (X2)

	Indikator
	Jawaban Responden
	   Rata – rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	3
	1
	18
	42
	36
	4,07

	X2.2
	3
	1
	   13
	46
	37
	4,13

	X2.3
	4
	0
	20
	45
	31
	4,01

	X2.4
	1
	3
	18
	38
	40
	4,13


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Berdasarkan tabel diatas hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan pertama (X2.1) menunjukkan nilai mean 4,07. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan rata-rata wajib pajak mengetahui keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi.
Hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan kedua (X2.2) menunjukkan nilai mean 4,13. Dari hasil rata-rata wajib pajak mengetahui yang melanggar ketentuan perpajakan akan  dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana 
Hasil analisis deskriptif yang ketiga (X2.3) menunjukkan nilai mean 4,01. Dari hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa rata-rata wajib pajak mengetahui  bahwa dapat Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib  pajak.
Hasil analisis deskriptif dari pernyataan keempat (X2.4) menunjukkan nilai mean 4,13. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata wajib pajak mengetahui semua pihak pelanggar pajak harus dikenakan sanksi pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi. 
[bookmark: _bookmark83][bookmark: _Toc201784102]Analisis Deskriptif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah program pemerintah memperbaharui sistem administrasi agar lebih efektif, hemat biaya, dan mudah bagi wajib pajak, serta meningkatkan produktivitas dan integritas dalam proses penegakan kepatuhan perpajakan. Variabel memiliki 4 indikator yang dituangkan kedalam 4 butir pernyataan. Hasil tersebut digambarkan dengan hasil rata-rata dari setiap indikator yang disajikan.
[bookmark: _Toc203671409]       
Tabel 4. 8  Deskriptif variabel modernisasi system administrasi perpajakan (X3)

	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata – rata (mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X3.1
	2
	1
	21
	42
	34
	4,05

	X3.2
	1
	2
	20
	43
	34
	4,08

	X3.3
	0
	1
	15
	57
	27
	4,10

	X3.4
	0
	1
	29
	53
	17
	3,86


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Berdasarkan tabel hasil analisis statistik deskriptif dari pernyataan pertama (X3.1) menunjukkan nilai mean 4,05. Dari hasil disimpulkan bahwa wajib pajak mengetahui sanksi   Sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
	Hasil analisis deskriptif dari pernyataan kedua (X3.2) menunjukkan nilai mean 4,08. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya modernisasi	sistem administrasi perpajakan membuat sistem perpajakan lebih efektif dan efisien.
Hasil analisis deskriptif untuk pernyataan ketiga (X3.3) menunjukkan nilai mean sebesar 4,10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata modernisasi sistem	 administrasi	perpajakan lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. 
Hasil analisis deskriptif keempat (X3.4) menunjukkan nilai mean 3,86. Hasil  dapat disimpulkan bahwa rata-rata dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak
[bookmark: _Toc201784103]Hasil Analisis Data
[bookmark: _bookmark88][bookmark: _Toc201784104]Model Pengukuran (Outer Model)
Penggunaan teknik analisis SmartPLS memiliki tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu, validitas konvergen, validitas diskriminan dan Composite Reliability.
a. [bookmark: _bookmark89]Validitas Konvergen (Convergent Validity)
Uji Convergent validity melihat dari nilai loading factor setiap indikator.
[bookmark: _bookmark90][bookmark: _Toc203671410]Tabel 4. 9 Hasil Outer Loading

	Variabel
	Instrumen
	Outer Loading
	Keterangan

	Pengetahuan Perpajakan
	X1.1
	0,861
	Valid

	
	X1.2
	0,862
	Valid

	
	X1.3
	0,888
	Valid

	
	X1.4
	0,826
	Valid

	Sanksi Perpajakan
	X2.1
	0,816
	Valid

	
	X2.2
	0,906
	Valid

	
	X2.3
	0,877
	Valid

	
	X2.4
	0,903
	Valid

	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
	X3.1
	0,868
	Valid

	
	X3.2
	0,909
	Valid

	
	X3.3
	0,705
	Valid

	
	X3.4
	0,700
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Y.1
	0,786
	Valid

	
	Y.2
	0,809
	Valid

	
	Y.3
	0,717
	Valid

	
	Y.4
	0,840
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)

Tabel diatas menunjukkan semua indikator model (loading) memiliki nilai > 0,70 maksudnya konstruk dapat diterima. Selanjutnya selain dari faktor loading untuk mengevaluasi validitas konvergen dapat dilihat dari nilai Average Variance Extracted yang dikatakan valid apabila nilainya > 0,50
[bookmark: _Toc203671411]Tabel 4. 10 Hasil Nilai AVE (Average Variance Extracted)

	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Pengetahuan Perpajakan (X1)
	0,739
	Valid

	Sanksi Perpjakan (X2)
	0,768
	Valid

	Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan (X3)
	0,642
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0,623
	Valid


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Hasil diatas menunjukan nilai (Average Variance Extracted) > 0,50 artinya valid dan memenuhi syarat.
b. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Discriminant validity adalah besarnya nilai loading antar aspek atau komponen lebih besar dari nilai aspek atau komponen lainnya. Untuk nilai cross loading setiap variabel harus (>0,7) untuk memastikan validitas diskriminan. Metode lain dapat digunakan untuk menguji validitas diskriminan dengan mempertimbangkan akar kuadrat dari AVE dan hubungan antar konstruk laten menggunakan rule of thumb akar kuadrat dari AVE > korelasi antar konstruk laten (Ghozali & Latan, 2015). Indikator dapat disebut valid jika hasil perbandingan nilai beban variabel tersebut lebih tinggi diantara variabel lainnya.
[bookmark: _Toc203671412]Tabel 4. 11 Hasil Cross Loadings

	Variabel
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0,861
	0,419
	0,574
	0,437

	X1.2
	0,862
	0,405
	0,582
	0,490

	X1.3
	0,888
	0,596
	0,674
	0,577

	X1.4
	0,826
	0,540
	0,540
	0,434

	X2.1
	0,472
	0,816
	0,444
	0,520

	X2.2
	0,472
	0,906
	0,570
	0,637

	X2.3
	0,483
	0,877
	0,530
	0,697

	X2.4
	0,582
	0,903
	0,608
	0,707

	X3.1
	0,717
	0,591
	0,868
	0,568

	X3.2
	0,622
	0,640
	0,909
	0,683

	X3.3
	0,373
	0,315
	0,705
	0,410

	X3.4
	0,451
	0,324
	0,700
	0,308

	Y.1
	0,218
	0,507
	0,437
	0,786

	Y.2
	0,371
	0,653
	0,461
	0,809

	Y.3
	0,639
	0,497
	0,575
	0,717

	Y.4
	0,534
	0,651
	0,566
	0,840


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa struktur laten dalam blok tersebut lebih unggul daripada ukuran blok yang lain. Dan cross loadings variabel >0,50. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah dalam analisis cross loadings.
[bookmark: _Toc201784105]Uji Reliabilitas

Dalam PLS-SEM, untuk menilai reliabilitas suatu konstruk indikator refleksif dilakukan dengan melihat nilai composite reliability. Composite Reliability adalah bagian untuk menguji reliabilitas indikator variabel. Jika nilainya > 0,7, variabel tersebut dapat dinyatakan sebagai reliabilitas. Nilai cronbach alpha dapat digunakan untuk meningkatkan uji reliabilitas komposit. Jika suatu cronbach's alpha >0,60, maka dianggap reliabel atau memenuhi kriteria cronbach's alpha (Ghozali & Latan, 2015).
[bookmark: _bookmark91][bookmark: _bookmark92][bookmark: _bookmark93][bookmark: _bookmark94][bookmark: _bookmark95][bookmark: _Toc203671413]Tabel 4. 12 Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha

	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach Alpha
	Keterangan

	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)
	0,896
	0,883
	Reliabel

	Sanksi Perpajakan (X2)
	0,911
	0,899
	Reliabel

	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)
	0,886
	0,818
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0,805
	0,797
	Reliabel


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Tabel di atas terlihat bahwa skor composite reliability di atas 0,70 untuk semua konstruk. Menunjukkan bahwa responden secara konsisten mampu menjawab pertanyaan, dan tingkat reliabilitas yang baik untuk semua konstruk. Bersamaan dengan hasil cronbach alpha untuk semua konstruk di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan reliabilitas semua variabel baik.
[bookmark: _bookmark96][bookmark: _Toc201784106]Model Struktural (Inner Model)

a. [bookmark: _bookmark97]R-Square

Menurut Ghozali & Latan, (2015) dalam mengestimasi model struktural menggunakan SmartPLS, dimulai dengan mengestimasi nilai R-square dari variabel dependen sebagai kekuatan prediksi model struktural. Kriteria R-square adalah 0,25 (lemah), 0,50 (sedang/moderate) dan 0,75 (kuat). Hasil kuadrat SmartPLS untuk R-Square mewakili total dari variabel yang dijelaskan oleh model.
[bookmark: _bookmark98][bookmark: _Toc203671414]Tabel 4. 13 Hasil R-Square

	Keterangan
	R-Square

	Kepatuhan Wajib Pajak
	0,609


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Tabel di atas diperoleh model struktural R-square memiliki kriteria sedang dengan nilai sebesar 0,609 yang menunjukkan bahwa 60,9% perubahan nilai kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independen model.
b. [bookmark: _bookmark99][bookmark: _bookmark101]F-Square
Selanjutnya dalam mengestimasi model struktural menggunakan SmartPLS, dengan melihat nilai F-square dari variabel langsung dan variabel moderasi untuk effect size. Effect size variabel menggunakan kriteria 0,02 (lemah), 0,15 (sedang/moderate) dan 0,35 (kuat). Hasil SmartPLS F-square sebagai berikut:
[bookmark: _bookmark100]Tabel 4.15 Hasil F-Square
	Keterangan
	F-Square

	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)
	0,170

	Pengetahuan Wajib Pajak (X2)
	0,042

	Sanksi Perpajakan (X3)
	0,127


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)

Berdasarkan tabel diatas nilai F-square untuk variabel langsung yaitu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1) menunjukkan nilai F- square (0,170) yang artinya effect size dari variabel tersebut adalah kuat karena lebih dari 0,35. Variabel pengetahuan wajib pajak (X2) menunjukkan F-square (0,042) yang artinya effect size dari variabel tersebut adalah sedang/moderate karena lebih 0,02 dan kurang dari 0,15. Dan variabel sanksi perpajakan (X3) menunjukkan F-square (0,127) yang artinya effect size dari variabel tersebut adalah kuat karena lebih dari 0,35.
c. Path Analysis
[image: ]
[bookmark: _Toc200649925]Gambar 4. 1 Hasil Bootstrapping
Nilai estimasi model struktural untuk hubungan jalur harus signifikan.
Metode bootstrapping digunakan untuk mendapatkan nilai signifikansi tersebut.
[bookmark: _Toc201784107]Uji Hipotesis

Uji t bertujuan untuk menguji setiap variabel bebas (X) yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai signifikansi (p-value) > alpha (0,05) variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variable dependen atau Ha ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (p-value) < alpha (0,05) variabel independen mempunyai pengaruh yang secara signifikan terhadap variabel dependen atau Ha diterima. Kriteria dalam uji hipotesis penelitian ini yaitu nilai p-value harus kurang dari tingkat signifikansi penelitian ini sebesar 0,05 atau 5%.
[bookmark: _Toc203671415]Tabel 4. 14 Hasil Path Coefficient
	
	Original Sample (O)
	Sample Mean
(M)
	Standard Deviation (STDEV)
	T Statistics (|O/STDEV)
	
P Values

	Pengetahuan Perpajakan ->
Kepatuhan Perpajakan
	
0,083
	
0,092
	
0,103
	
0,807
	
0,420

	Sanksi Perpajakan ->
Kepatuhan Perpajakan
	
0,525
	
0,526
	
0,074
	
7,068
	
0,020

	Modernisasi Sistem
Administrasi
Perpajakan ->
Kepatuhan Perpajakan
	
0,267
	
0,262
	
0,111
	
2,414
	
0,016



     Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
Berdasarkan hasil bootstrapping pada tabel di atas, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Nilai original sample sebesar 0,083 dengan t-statistics 0,807< 1,96 dan nilai p-value 0,420 > 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur Oleh karena itu, H1 yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak ditolak. 
2) [bookmark: _bookmark102][bookmark: _bookmark103]Nilai original sample sebesar 0,525 dengan t-statistics 7,068 > 1,96 dan nilai p-value 0,020 < 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Oleh karena itu, H2 yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak diterima.
3) Nilai original sample sebesar 0,267dengan t-statistics 2,414 > 1,96 dan nilai p-value 0,016 < 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di   KPP Pratama Balikpapan Timur. Oleh karena itu, H3 yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak diterima.
[bookmark: _Toc201784108]Pembahasan

Tabel di bawah ini memberikan ringkasan temuan pengujian hipotesis.

[bookmark: _Toc203671416]Tabel 4. 15 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

	
	Hipotesis
	Sig
	Keterangan

	H1
	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
	0,420 > 0,05
	Ditolak

	H2
	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
	0,020 < 0,05
	Diterima

	H3
	Modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap kepatuhan wajib pajak
	0,16 < 0,05
	Diterima


Sumber: Hasil Olahan Data (2025)
[bookmark: _Toc201784109]Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
[bookmark: _bookmark104]	Hipotesis pertama (H1) nilai koefisien jalur sebesar 0,083 yang berarah positif dan tidak signifikansi (0,420 >0,05). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Syahrial (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan factor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sihombing & Maharani (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Kebon Jeruk.
Hal ini menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak UMKM tidak menjamin bahwa wajib pajak UMKM akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tinggi atau rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah atau petugas pajak melaksanakan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan mengenai perpajakan kepada wajib pajak UMKM baik melalui sosialisasi atau penyuluhan serta melalui media agar wajib pajak UMKM dapat memahami perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan Theory of Planned Behavior keyakinan terhadap perilaku terdapat adanya hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan masih kurang mengetahui mengenai perpajakan, sehingga belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Balikpapan.
[bookmark: _Toc201784110] Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
	Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan sanksi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak didukung oleh hasil penelitian ini. Nilai koefisien jalur 0,525 yang menunjukkan arah positif dan signifikansi (0,020<0,05)   menjadi hal ini berarti bahwa kenaikan satu satuan pada sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan sebesar (0,330).
Karena kata "sanksi" lebih menakutkan bagi wajib pajak. Hukuman yang dijatuhkan biasanya membawa akibat hukum dan merupakan konsekuensi dari pelanggaran. Sanksi perpajakan diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya, dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang tidak patuh terhadap standar perpajakan, sehingga menjadi salah satu faktor yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Zulma, 2020). Sanksi yang dikenakan dapat memberikan pelajaran kepada wajib pajak dan membuat mereka memenuhi kewajiban perpajakan secara adil dan benar. Menurut Ratnasari, (2019) denda atau hukuman penjara merupakan alasan yang cukup bagi wajib pajak agar tetap mematuhi kewajibannya.
Berdasarkan Theory of Planned Behavior atas perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh keyakinan atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Hal ini   berarti wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur meyakini bahwa mereka tidak akan dikenakan sanksi akibat kepatuhan pajak. Dengan  demikian, adanya sanksi memungkinkan masyarakat untuk patuh. Sehingga sanksi yang diberikan lebih harus tegas dan adil agar menciptakan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mendukung penelitian Putra (2020) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan atau sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini konsisten dengan Zulma (2020) dan Suriambawa & Setiawan (2018) menunjukkan sanksi pajak berdampak positif terhadap kepatuhan pajak.
[bookmark: _Toc201784111]Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada  KPP Pratama Balikpapan Timur didukung oleh hasil penelitian. Nilai koefisien jalur (0,267) berarah positif dan signifikan (0,016 <0,05) membuktikan hal tersebut. Dengan ini untuk setiap peningkatan satu satuan modernisasi sistem administrasi perpajakan kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar (0,267).
Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem memudahkan dalam mematuhi kewajibannya dan masyarakat percaya bahwa sistem administrasi perpajakan seharusnya sederhana, mudah dimengerti, dan mudah digunakan. Semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi, semakin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Putra, 2020).
Kemudahan dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan turut berperan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sistem administrasi perpajakan dituntut untuk semakin responsif, efisien, dan akurat, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau hambatan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyederhanaan proses perpajakan, mulai dari perhitungan, pengajuan, hingga pelaporan, menjadi faktor penting bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu dan tidak dapat secara langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak.
Selain mempercepat proses pelaporan dan pembayaran, sistem ini juga memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian kewajiban perpajakan. Wajib pajak kini dapat memanfaatkan berbagai sarana digital seperti mesin ATM, internet banking, mobile banking, serta kanal pembayaran elektronik lainnya untuk melakukan penyetoran pajak. Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan melalui modernisasi sistem ini diyakini dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela dari para pelaku UMKM.
Peneliti Putra (2020) mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memudahkan pelaku pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini konsisten dengan Hidayat & Amanah, (2020) dan Marsaulina & Putra (2018) yang menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.
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[bookmark: _bookmark105][bookmark: _bookmark107][bookmark: _bookmark108][bookmark: _bookmark109][bookmark: _bookmark110]Berdasarkan Theory of Planned Behavior terdapat adanya hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Theory of Planned Behavior dapat menjelaskan mengenai niat seseorang wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakan, wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kemakmuran rakyat secara merata.

[bookmark: _Hlk198062894][bookmark: _Toc184292593][bookmark: _Toc201784112]
PENUTUP
[bookmark: _bookmark114][bookmark: _Toc201784113]Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa:
1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Karena tinggi atau rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki dari latar belakang pendidikan wajib pajak UMKM tidak menjamin bahwa wajib pajak UMKM akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Hal ini diakibatkan karena dengan semakin tegas sanksi perpjakan yang dijatuhkan kepada para wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur, maka wajib pajak UMKM secara sadar mematuhi kewajiban perpajakannya.
3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikanterhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur. Dengan diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan akan mempermudah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.


[bookmark: _Toc201784114]Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang diajukan terkait dengan penelitian sebagai berikut:
1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Diharapkan dari hasil penelitian ini wajib pajak UMKM semakin aktif ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat lebih memahami pentingnya perpajakan bagi negara untuk pembangunan negara.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan DJP dapat membuat sosialisasi pajak menjadi lebih menarik dan mengeksplorasi berbagai cara agar menjadikan wajib pajak tertarik untuk  melaporkan serta membayar pajak mereka.
3. Bagi KPP Pratama Balikpapan Timur

Diharapkan semakin gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga wajib pajak UMKM dapat dengan mudah merasakan manfaat dan kemudahan ketika menjalankan kewajiban pajaknya.
4. Bagi penelitian selanjutnya
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Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian ini, memperluas sampel pada wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Balikpapan Timur dan menambah faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM
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[bookmark: _Toc203675125]Lampiran 1. 1Pertanyaan Pilot Tes
PENGARUH  PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN  DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BALIKPAPAN
Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i) Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Saya Annisa Fathina mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Dalam rangka untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan memenuhi kewajiban perpajakannya, saya membutuhkan partisipasi saudara selaku pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur dan sebenar-benarnya saudara rasakan. Saya menjamin bahwa semua data dan respon saudara bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Atas kesediaan dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.
a. Nama Usaha / Inisial	:……………………………………
b. Alamat Usaha                              :…………………………………..
c. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki	Perempuan
d. Usia	:	< 25 Tahun	26-35 Tahun
                                                                  > 36 Tahun
e. Pendidikan Terakhir	:	SMA/Sederajat          Diploma
                                                                  S1/S2
f. Kepemilikan NPWP	:	Iya	Tidak
g. Pendapatan/Omset (perbulan)	:	0-40 Juta/bulan	
                                                                   >40 Juta/bulan	

Petunjuk Pengisian Kuesioner:
Dari pernyataan yang terlampir, berikan pendapat saudara dengan memberi tanda () pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri saudara. Adapun jawaban yang saudara pilih sesuai dengan ketentuan di bawah ini :

	STS
	= Sangat Tidak Setuju
	S
	= Setuju

	TS
	= Tidak Setuju
	SS
	= Sangat Setuju

	N
	= Netral
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NO
	
PERTANYAAN
	TANGGAPAN RESPONDEN

	
	
	STS
	TS
	N
	  S
	SS

	1.
	Wajib pajak mengetahui prosedur pendaftaran sebagai wajib pajak
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib pajak mengetahui fungsi pajak untuk pembangunan negara dan sarana umum
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib pajak mengetahui bahwa dalam UU Perpajakan, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau
pidana jika terlambat atau tidak membayar pajak
	
	
	
	
	

	4.
	Wajib pajak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang akan dibayar
	
	
	
	
	


Sumber : Hidayah (2022)
Sanksi Perpajakan
	
NO
	
PERTANYAAN
	TANGGAPAN RESPONDEN

	
	
	STS
	TS
	N
	  S
	SS

	1.
	Keterlambatan melaporkan dan membayar pajak harus dikenai sanksi
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana
	
	
	
	
	


	3.
	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
	
	
	
	
	

	4.
	Semua pihak pelanggar pajak harus dikenakan sanksi pajak dan tidak ada perilaku yang ditoleransi
	
	
	
	
	


Sumber : Hantono & Sianturi (2021) dan Mistyani (2018)
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
	
NO
	
PERTANYAAN
	TANGGAPAN RESPONDEN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
	
	
	
	
	

	2.
	Dengan	adanya	modernisasi	sistem	administrasi
perpajakan membuat sistem perpajakan lebih efektif dan efisien
	
	
	
	
	

	3.
	Modernisasi	sistem	administrasi	perpajakan	lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak
	
	
	
	
	

	4.
	Dengan	adanya	modernisasi	sistem	administrasi perpajakan memberikan banyak manfaat bagi wajib pajak
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc200689992][bookmark: _Toc201772016][bookmark: _Toc201778185][bookmark: _Toc201784117]Sumber : Firli (2021)
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NO
	
PERTANYAAN
	TANGGAPAN RESPONDEN

	
	
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Wajib	pajak		harus		melakukan	perhitungan		dan pembayaran	pajak	terutang	dengan	benar	sesuai
ketentuan perpajakan
	
	
	
	
	

	2.
	Wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar tepat waktu
	
	
	
	
	

	3.
	Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan atas pajak apapun
	
	
	
	
	

	4.
	Wajib pajak   tidak   pernah   dipidana   karena   kasus
perpajakan
	
	
	
	
	


Sumber : Putra (2020)





















Hasil Output SMART PLS 4.0
Hasil Uji Loadings Factor
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Hasil Uji Outer Loading
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[bookmark: _Toc203675133]Lampiran 2. 1 DATA PILOT TEST
	No
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4

	1
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	3
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	5

	3
	3
	4
	3
	5
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5

	6
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	5

	7
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	8
	5
	3
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	9
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	10
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	3
	5
	4
	3
	4
	4
	3
	5
	5

	11
	5
	3
	5
	5
	4
	5
	3
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4

	12
	3
	5
	4
	3
	5
	5
	3
	5
	3
	4
	4
	5
	4
	4
	3
	2

	13
	3
	5
	3
	3
	5
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	14
	3
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	5
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	15
	4
	4
	4
	5
	4
	2
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	16
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	4

	17
	5
	3
	4
	3
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	3
	3
	5
	4
	5

	18
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5

	19
	4
	5
	3
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	20
	5
	5
	4
	3
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5

	21
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5

	22
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	2
	5
	5
	5
	2
	4

	23
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	3
	4
	4
	4
	5

	24
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	25
	5
	4
	2
	5
	5
	4
	4
	2
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5

	26
	5
	5
	4
	4
	3
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	5

	27
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	3
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4

	28
	4
	5
	5
	5
	4
	3
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4

	29
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	3
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5

	30
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	3
	4
	5
	5
	5
	5



[bookmark: _Toc203675138]Lampiran 3. 1 Tabulasi data kuisioner 100 responden
	No
	Y.1
	Y.2
	Y.3
	Y.4
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4

	1
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	3
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	4
	5
	3
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	6
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	4
	3
	5
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	4

	7
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4

	8
	3
	5
	4
	3
	5
	5
	3
	5
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	4

	9
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	10
	3
	4
	4
	4
	3
	2
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	11
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	5
	3
	4
	4

	12
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	4

	13
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4

	14
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	15
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	4

	16
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5

	17
	5
	5
	3
	5
	3
	5
	4
	3
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	18
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	19
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	5

	20
	5
	5
	4
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4

	21
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3

	22
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3

	23
	4
	4
	3
	5
	3
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	3

	24
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4

	25
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	26
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	27
	3
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4

	28
	4
	5
	5
	3
	4
	2
	5
	4
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4

	29
	5
	4
	3
	4
	2
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3

	30
	5
	5
	3
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4

	31
	5
	5
	3
	4
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	3

	32
	3
	3
	3
	3
	2
	1
	4
	2
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	2
	4

	33
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	34
	4
	5
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4

	35
	5
	5
	5
	5
	3
	4
	4
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	36
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5

	37
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	38
	2
	4
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4

	39
	4
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	2
	5
	5
	4
	4
	3
	4
	4
	3

	40
	5
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	4
	4
	3
	2
	3
	3
	4
	3

	41
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	2
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	42
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	43
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	44
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	45
	5
	5
	4
	4
	4
	1
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	46
	3
	3
	4
	3
	4
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	47
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4

	48
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3

	49
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	50
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5

	51
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	52
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	53
	4
	5
	3
	3
	4
	4
	5
	2
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	3
	3

	54
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	55
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	56
	5
	5
	5
	5
	4
	3
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4

	57
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	58
	5
	5
	2
	3
	3
	2
	2
	2
	3
	3
	4
	3
	3
	4
	4
	4

	59
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	2
	3
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	4
	3

	60
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4

	61
	5
	5
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
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